WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 20
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang : a.

PERANGKAT
DAERAH /‘"‘1/

Cikw

Mengingat

8

KOTA GORONTALO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) dalam
Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Gorontalo Tahun 2022, Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan;

bahwa sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan tersebut, maka perlu
disusun dokumen Perubzhan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 sebagai acuan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 20 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Gorontalo Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 teritang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan%
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  DNegara  Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republilf
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tat?
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan can Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

tentang Penerapan Stander Pelayanan Minimal;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota
Gorontalo (Lembaran Daerah Kota  Gorontalo
Tahun 2002 Nomor 3, Tarnbahan Lembaran Daerah Kota

Gorontalo Nomor 11);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Gorontalo (Lembarar. Daerah Kota Gorontalo Tahun
2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Gorontalo Nomor 12);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-
2027 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo
Nomor 102);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2019-2039
(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 9,
Tambahan  Lembaran  Daerah Kota  Gorontalo
Nomor 223);
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Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-
2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021

Nomor 5);

Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 20 Tahun 2022

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Gorontalo Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Gorontalo
Tahun 2022 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 20
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA GORONTALC TAHUN 2023

Pasal |

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 20 Tahun 2022

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023

(Berita Daesrah Kota Gorontalo Tahun 2022 Nomor 20) diukah sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gorontalo

Tahun

2023 merupakan penjabaran tahun keempat Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024,

yang dibahas melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan

perundang-undangan.

(2) Perubahan RKPD Kota Gorontalo Tahun 2023 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun berdasarkan sisteraatika sebagai berikut :

a.

b.

c.

BAB |

BAB II

BAB III

Pendahuluan
Evaluasi Hasil Triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
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d. BABIV Sasaran dan Prioritas Pembangunan daerah
e. BAB YV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
f. BAB VI Penutup

(3) Penjabaran Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal Il

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 7 Agustus 2023
(WsWALI KOTA GORONTALO,
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Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 7 Agustus 2023
SEKRETARIS AH KOTA GORONTALO,

ISMXIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 13

ASSTEN




